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ABSTRAK

M. Bram Fernando /222016012/2020/ Analisis Faktor — faktor Penghambat
Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor — faktor penghambat tidak
tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, dokumentasi dan
wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil
analisis dalam penelitian ini menunjukkan faktor — faktor penghambat tidak
tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, yaitu (1) Kondisi perekonomian dan
psikologis wajib pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, (2)
Lingkungan sosial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak, (3) Kondisi moral masyarakat dapat berpengaruh dalam membayar pajak
bumi dan bangunan, (4) Wajib pajak sering kali lupa untuk membayar pajak bumi
dan bangunan dengan tepat waktu.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Target
Penerimaan PBB, Kesadaran Wajib Pajak.
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ABSTRACT

M. Bram Fernando / 222016012 / Inhibiting Factorial Analysis of Unachieving
Target Revenue From Rural and Urban Land Building Taxes in Jakabaring
District, Palembang.

This research is aimed at determining the inhibiting factors of not achieving the
target of land and rural tax revenue in rural and urban buildings in the
Jakabaring District of Palembang. The type of this research was descriptive
research. The data used in this research was primary data. Data collection
methods used were through questionnairendocumentation and interview
techniques. The analysis technique used was a qualitative analysis.The results of
the analysis in this research showed that the inhibiting factors of not achieving
the target of land and building tax revenue for rural and urban areas in
Jakabaring District, Palembang were as follows: (1) The economic and
psychological conditions of taxpayers influenced taxpayers in paying taxes, (2)
The social environment influenced taxpayer compliance in paying taxes, (3) The
moral condition of society influenced paying land and building taxes, (4)
Taxpayers often forgot to pay land and building taxes on time.

Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax, PBB Revenue Target,
Taxpayer Awareness.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia.
Dana dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam ataupun dari luar
negeri, baik dari sektor swasta ataupun sektor pemerintah. Indonesia mengalami
berbagai masalah hampir di setiap sektor yang ada, salah satu masalah terbesar
yaitu masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut pajak
diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif.Pajak merupakan penghasilan negara
yang berperan penting dalam sektor pembangunan negara khusunya pembangunan
daerah dengan pendapatan yang cukupmembantuperekonomian Negara.

Pajak dijadikan sebagai akses maupun sarana bagi pemerintah dalam
mewujudkan suatu tantan pemerintah yang baik dan berkesinambungan.
Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak supaya
perekonomian negara bisa berjalan sebagaimana mestinya. Langkah pemerintah
dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak dimulai dari melakukan reformasi
perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan awal tahun 1984. Adanya
pajak, pemerintah wajib memberikan imbalan kepada rakyat yang sifatnya tak
langsung, dengan membangun sarana dan prasarana kepentingan umum untuk
masyarakat. Kewajiban wajib pajak kepada negara ialah dengan membayar pajak,
sedangkan kewajiban negara kepada masyarakat atas pajak ialah dengan

meningkatkan pembangunan.



Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan Negara yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.
Pengertian tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, ialah sebagai
sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai menopang pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Berbagai macam jenis pungutan dan retribusi yang menjadi sumber
pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Salah satu pajak yang memiliki potensi
sumber pendapatan negara kita adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak bumi dan
Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai
dengan Peraturan Bersama Menteri Kuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor
213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Perspan Penagihan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas
Negara berdasarkan Undang-Undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat balasan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma
biaya produksi barang-barang atau jasa kolektif untuk mencapai kesajahteraan
umum. Pajak memberikan pengaruh pada pembangunan-pembangunan di Negara
secara bertahap.

Menurut Siti (2017:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksanakan) dengan tidak mendapat



jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita adalah PBB
yang masuk dalam kategori Pajak Negara harus terus digali dikarenakan objek
pajak ini adalah bumi dan bangunan yang semua orang memilikinya. Hanya saja
pemungutan PBB yang sering kali mendapatkan hambatan,baik mulai dari
sosialisasi kepada masyarakat yang kurang tentang pentingnya pajak, sampai pada
metode pemungutan yang masih kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.
Sejak tahun 2011 penarikan PBB dilimpahkan dari pemerintah

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat
dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang
pemungutan dan pengelolaannya dilakukan pemerintah pusat. Sedangkan pajak
daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli
daerah. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, yang
merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh
kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya yaitu UU Nomor 12 Tahun
1985 yang telah diubah menjadi UU 12 Tahun 1994 dan yang terakhir yaitu UU
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan
terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan
adalah salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan

kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak



lainnya. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini
dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerjasama

dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh
pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena
pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak
memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Untuk mendukung kebijakan
Otonomi Daerah, maka dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumidan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diluangkan dalam Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu faktor pemasukan
bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika
dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) tersebut tidak lain karena objeknya yang meliputi seluruh bumi dan
bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu pemasukan dari PBB-P2 ialah penerimaan pajak rumah hunian. Tidak
semua yang mereka miliki seperti rumah hunian, lahan kosong, dan asset lain
mereka bayar pajak, mereka hanya membayar pajak berupa rumah yang mereka
huni, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang
merupakan unsur yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup para
wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Meiriska (2017), yang berjudul Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

SektorPedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil penelitian ini



menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap Realisasi
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,jumlah penduduk berpengaruh terhadap
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas wilayah berpengaruh
terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas bangunan
berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan
produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Putri kemala (2018), yang
berjudul Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2011
cukup efektif,tahun 2012,2014, 2015 kurang efektif dan tahun 2013 tidak efektif
berarti secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan masih belum efektif. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain wajib pajak belum
seluruhnya melaporkan dan menyetorkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai
dengan tunggakan pajaknya dan diharapkan kesadaran masyarakat agar mau
membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pendapatan asli daerah (PAD)
kota Medan bias meningkat.

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Berliana (2016), yang berjudul
Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian yang menunjukkan Penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan masih sangatlah kurang, karena kurang pemahaman wajib



pajak terhadap fungsi penerimaan pajak. Keefektifitasnya dari tahun 2011 sampai
tahun 2013 meningkat meskipun belum mencapai target. Kontribusi terhadap
pendapatan daerah sangatlah kurang, karena dari tahun 2011 sampai tahun 2013
menurun bahkan tidak mencapai 50%.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang adalah suatu
instansi yang bertujuan dalam mengumpulkan penerimaan pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah dan pajak daerah dan pajak
lainnya untuk pembangunan daerah, dalam mewujudkan keinginan tersebut, agar
pengelolahan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta
berhasil maka dengan keputusan Wali Kota Palembang No.67 Tahun 2001 tentang
tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai stuktur organisasi, kedudukan,
tugas pokok dan fungsi. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 DISPENDA
Kota Palembang yang berubah menjadi BPPD (Badan Pengelolaan Pajak Daerah)
berdasarkan PP No.18 Tahun 2016.

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatra Selatan.

Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatra setelah Medan. Palembang

memiliki 18 kecamatan dan 107 kelurahandengan luas wilayah 400,61 km? ini
dihuni  oleh lebih daril,6 juta penduduk pada2018. Diprediksikan
padatahun 2030 mendatang kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang.

Kecamatan Jakabaring Palembang salah satunya yang memiliki wilayah
cukup luas yaitu mencapai 11,722 hektar. Kecamatan ini di resmikan pada tahun

2017 lalu usai pemekaran dengan kecamatan seberang ulu | Palembang.


https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/2018
https://id.wikipedia.org/wiki/2030

Kecamatan Jakabaring Palembang ini memiliki 5 kelurahan, diantaranya
kelurahan 8 Ulu, 9/10 Ulu, 15 Ulu, Silaberanti dan kelurahan Tuan Kentang
Palembang dengan potensi pajak yang tinggi. Badan Pengelola Pajak Daerah Kota
Palembang merupakan salah satu tempat sumber penerimaan pajak di Kota
Palembang. Data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang
daritahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kecamatan Jakabaring Periode 2015-2019

Target Realisasi
Tahun Presentase
WP Rp WP Rp

2015 16.645 4.986.913.375 | 10.450 | 2.757.194.831 55%

2016 16.707 5.845.356.899 | 10.597 | 3.459.367.589 59%

2017 14.012 5.427.544.123 | 10.361 | 4.326.881.201 80%

2018 14.332 6.023.474.437 | 4.098 3.093.552.654 51%

2019 17.763 6.243.179.948 | 3.619 4.982.328.670 80%

Sumber : BPPD Kota Palembang, 2020



Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Kecamatan Jakabring
Per Kelurahan/DesaTahun 2019

Target Realisasi
No | Kelurahan/Desa
WP Rp WP Rp

1 | Silaberanti 3.980 | 3.471.268.056 584 1.789.261.718
2 | Tuan Kentang 1.437 269.735.846 191 91.055.932
3 |[8Ulu 1.781 | 1.888.930.100 406 615.639.290
4 | 15Ulu 8.729 |7.070.958.939 | 2.160 |2.223.769.194
5 |9-10 Ulu 1.836 522.713.879 278 262.602.536

Sumber : BPPD Kota Palembang, 2020
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan denganPelaksana bidang

PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak Daerah tentang penghambat
penerimaan PBB seperti yang tertera di tabel 1.1 yaitu penerimaan di tahun 2015
dan 2016 rendah disebabkan karena belum ada penyesuaian NJOP (Nilai Jual
Objek Pajak) untuk objek pajak potensial seperti Opi Mall dan Opi Watefun.
Ditahun 2017 mengalami kenaikan karena ada penyesuaian NJOP (Nilai Jual
Objek Pajak) per m? tanah untuk objek pajak potensial seperti Opi Mall dan Opi
Waterfun dan penyebab kenaikan lainnya di tahun 2017 masih membayar PBB ke
Pemkot Palembang. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan karena Opi
Mall dan Opi Waterfun membayar PBB ke Pemerintah kabupaten Banyuasin.
Keduanya merupakan salah satu objek pajak potensial dengan tagihan PBB
hampir mendekati 1 milyar rupiah. Ditahun 2019 penerimaan mengalami
kenaikan karena kota Palembang di tahun 2019 melakukan penyesuaian NJOP per

m? tanah atau bumi bangunan di seluruh wilayah Kota Palembang.



Menurutnya penghambat tidak tercapainya realisasi penerimaan pada
kecamatan Jakabaring Kota Palembang disebabkan oleh kurang sadarnya
masyarakat akan kewajiban membayar PBB-P2, tidak sampainya SPPT (Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak, SPPT telah sampai kepada
wajib pajak tetapi wajib pajak belum mampu untuk membayar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa wajib pajak rumah hunian
di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) penghambat diantara mereka yang tidak
membayar pajak adalah malas, ada juga yang beranggapan bahwa membayar
pajak khususnya PBB itu tidak penting, terlebih lagi tanpa membayar PBB-P2
mereka masih bisa mneghuni rumahnya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Jakabaring Palembang dengan
mengambil judul ""Analisis Faktor- faktor Penghambat Tidak Tercapainya
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah
dalam penelitian ini adalah Apa Faktor - faktor Penghambat Tidak Tercapainya
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang ?



10

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui Faktor - faktor penghambat Tidak Tercapainya Target
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan

Jakabaring Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat
bagi semua pihak diantaranya:
1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menelaah,
mempelajari, menganalisa serta mempraktekan teori-teori yang didapat dan
dipelajari di bangku perkuliahan tentang penghambat tidak tercapainya target
penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2. Bagi Badan PengelolaPajak Daerah (BPPD)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi
Pemerintah Kota Palembang tentang Faktor-faktor penghambat tidak
tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan.
3. Bagi Almamater
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta

dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.
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